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Tahun Sidang 

Masa Persidangan 
Rapat ke 

Jenis rapat 
Hari/tanggal 
P u k u l 

T e m p a t 
A c a r a 

 
 
Ketua Rapat  

Sekretaris 
Hadir 

: 

: 
: 

: 
: 
: 

: 
: 

 
 
: 

: 
: 

2017 – 2018 

II 
1 (satu). 

Rapat Badan Legislasi. 
Rabu, 2017. 
14.20 WIB s/d 14.52 WIB. 

Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I  
Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat 

Badan Legislasi pada Masa Persidangan II Tahun 
Sidang 2017 – 2018.  
Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.   

Widiharto, S.H., M.H.  
20 orang, izin 17 orang dari 74 orang Anggota. 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengesahan Jadwal Acara 

Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 
2017-2018 dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi 

Agtas, SH., M.H.  

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.20 WIB, selanjutnya 
Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan 

Anggota untuk memberikan tanggapan/masukan atas Rancangan 
Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan II 

Tahun Sidang 2017-2018. 
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II. POKOK PEMBAHASAN 
 

A. Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan II Tahun 
Sidang 2017 – 2018 sebagai berikut : 

1. Melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 
Kekarantinaan Kesehatan yang diusulkan oleh Pemerintah 

sebagaimana yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; 
2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 

terhadap 7 (tujuh) RUU, yaitu : 

- RUU tentang Penyiaran (diusulkan oleh Komisi I); 
- RUU tentang Perkelapasawitan (diusulkan oleh Anggota DPR 

RI); 

- RUU tentang Badan Usaha Milik Negara (diusulkan oleh Komisi 
VI); 

- RUU tentang Masyarakat Adat (diusulkan oleh Anggota lintas 
fraksi); 

- RUU tentang Minyak dan Gas Bumi (diusulkan oleh Komisi VII); 

- RUU tentang Kebidanan (diusulkan oleh Komisi IX); dan  
- RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan 

(diusulkan oleh Komisi IV). 

3. Menyusun Peraturan DPR RI. 
4. Menyusun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018. 

5. kegiatan Badan Legislasi pada Masa Persidangan II Tahun 2017-
2018 difokuskan untuk menyelesaikan pembahasan RUU tentang 
Kekarantinaan Kesehatan dan juga proses pengharmonisasian 

RUU-RUU. 
 

B. Tanggapan Anggota Terhadap Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat 
Badan Legislasi Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 :  
1. Pimpinan Badan Legislasi diharapkan dapat mempercepat proses 

pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan 
menjadwalkannya  pada Masa Persidangan II Tahun 2017-2018. 

2. Mengingatkan kepada Pimpinan Badan Legislasi terkait dengan 
proses pengharmonisasian RUU, kiranya dapat memperhatikan 

Undang-Undang sektoral dan diharapkan pada masa yang akan 
datang dapat disusun RUU dalam bentuk kodifikasi bagi RUU 
yang memiliki kesamaan tema. 

3. Pelaksanaan tugas Badan Legislasi yaitu pemantauan dan 
peninjauan terhadap Undang-Undang telah dilakukan dengan 

baik dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan tugas dari 
Komisi, namun kiranya pemantauan dan peninjauan dapat juga 
dilakukan dari sisi anggaran. 

4. Mengusulkan dalam menyusun peraturan DPR RI terkait dengan 
Tata Cara Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang dapat 
melihat dari sisi yang juga berbeda-beda agar pemantauan dan 

peninjauan yang dilakukan oleh Badan Legislasi bersifat 
maksimal. 
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5. Mengusulkan adanya dewan pakar yang bertugas untuk 
megkompilasi usulan RUU yang masuk ke Badan Legislasi, 

sehingga RUU yang akan masuk dalam Prolegnas tidak tumpang 
tindih dan bersifat sektoral. 

6. Mengusulkan adanya ruang dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 

2018 untuk memasukkan RUU tentang Perubahan atas UU 
tentang Penetapan Perpu Ormas menjadi UU, mengingat tidak 

adanya keputusan yang bulat dalam penetapan Perppu tersebut.  
 
 

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 
 

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengesahan Rancangan Jadwal 

Acara Rapat-Rapat pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 
menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :  

1. Menyetujui rancangan jadwal rapat-rapat Badan Legislasi Masa 
Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 dengan catatan bersifat 
fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan 

perkembangan/kebutuhan. 
2. Kegiatan pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan dijadwalkan pada 

tanggal 4 Desember 2017 Pkl. 10.00 WIB. 
 

Rapat ditutup pukul 14.52 WIB. 
 

 
Jakarta, 15 November 2017 

AN. KETUA RAPAT / 
SEKRETARIS 

 
TTD 

 

WIDIHARTO, S.H., M.H 
NIP.19670127 199803 1 001 


